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Lahirnya perda dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan penyediaan
penerangan jalan yang memadai guna menjamin keselamatan, keamanan, serta
kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas pada malam hari. Namun dalam
praktiknya, masih ditemukan sejumlah ruas jalan yang belum dilengkapi
Penerangan Jalan Umum (PJU), sehingga menimbulkan potensi kecelakaan lalu
lintas dan kerawanan tindak kriminalitas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data
terdiri atas informan dari instansi terkait serta data sekunder berupa peraturan
perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan Peraturan
Daerah tersebut masih belum sepenuhnya optimal, meskipun pemerintah daerah
telah melakukan beberapa langkah, antara lain pendataan kebutuhan titik lampu,
pemasangan lampu penerangan jalan secara bertahap, serta pemeliharaan rutin pada
lampu yang mengalami kerusakan. Faktor pendukung implementasi terdiri atas
komitmen pemerintah daerah, dukungan masyarakat, serta adanya alokasi anggaran
meskipun terbatas. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran,
cakupan wilayah yang luas, kerusakan teknis pada jaringan listrik, serta kurangnya
kesadaran masyarakat dalam memelihara fasilitas publik. Upaya yang ditempuh
untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan melalui penetapan prioritas pada titik
rawan kecelakaan dan kawasan padat aktivitas, koordinasi dengan pihak terkait,
pemeliharaan berkala, penganggaran bertahap, serta peningkatan partisipasi
masyarakat. Dengan demikian, implementasi Peraturan Daerah membutuhkan
perencanaan berkelanjutan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta dukungan
anggaran yang memadai agar tujuan peningkatan keselamatan dan kenyamanan
masyarakat dapat tercapai.
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